
WALIKOTA LHOKSEUMAWE 
PROVINS! ACEH 

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE 
NOMOR J7 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 60 TAHUN 
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA 

LHOKSEUMA WE TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

WALIKOTA LHOKSEUMAWE, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah 
Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan 
Dampaknya, Perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota 
Lhokseumawe Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 
Anggaran 2021; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, sambil menunggu disahkan Qanun Kota Lhokseumawe 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota 
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 60 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe 
Tahun Anggaran 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembarru:i Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4109); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4633); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang 
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease2019 (Covid-19) Dan 
Dampaknya; 
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22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Lhokseumawe; 

23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 
Anggaran 2021; 

24. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 60 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota 
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 60 
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe. 
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe. 
3. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya 

disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara 
Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan 
Perangkat Daerah. 

4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe. 
5 . Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe 
6 . Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah 

Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe. 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat 

DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota 
Lhokseumawe yang anggotanya dipilih melalui pemilihan 
umum. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Perda. 

9 . Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran berkenaan. 

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 
yang diakui se bagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan. 

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun­
tahun anggaran berikutnya. 

12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) 
atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja 
perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 
pembangunan Daerah. 

PEMRAKARSA BAGIAN HUKUM 
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13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 
(satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai 
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program 
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 
baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang 
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi 
dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai 
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk 
barang/ jasa. 

14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang 
disebut dengan nama lain adalah Qanun. 

15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada 
adalah Peraturan W alikota. 

16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang 
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan 
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan 
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. 

17. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

18. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya 
disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara 
Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas W alikota dan 
Perangkat Daerah. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 
Anggaran 2021 semula sebesar Rp819.257.195.523,00 (Delapan 
ratus sembilan beZas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus 
sembilan puluh Zima ribu Zima ratus dua puluh tiga rupiah) 
bertambah/berkurang sebesar Rp(l3.851.141.000,00) (Tiga belas 
milyar delapan ratus Zima puluh satu juta seratus empat puZuh satu 
ribu rupiah) sehingga menjadi Rp805.406.054.523,00 (Delapan 
ratus Zima milyar empat ratus enam juta Zima puluh empat ribu Zima 
ratus dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 

1) Pendapatan Daerah 

PARAF KOORDINASI 

a . Semula 

b. Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Pendapatan Daerah 
setelah Pergeseran 
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2) Belanja Daerah 

a. Semula 

b. Bertambah / (Berkurang) 

Jumlah Belanja Daerah 
setelah Pergeseran 

Rp. 833. 757 .195.523,00,­

Rp. (13.851.141.000,00) 

Rp.819.906.054.523,00,-

3) Pembiayaan 

a. Penerimaan pembiayaan Daerah 

1) Semula 

2) Bertambah / (Berkurang) 

Jumlah Belanja Daerah 
setelah Pergeseran 

b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula 

2) Bertambah / (Berkurang) 

Jumlah Belanja Daerah 
setelah Pergeseran 

Rp. 16.500.000.000,00 

Rp. 0,00,-

Rp. 16.500.000.000,00,-

Rp. 2.000.000.000,00,­

Rp. 0,00,-

Rp. 2.000.000.000,00,-

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota Lhokseumawe ini terdiri dari: 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

PARAF KOORDINASI 
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Ringkasan Ringkasan Penjabaran Perubahan 
APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Hibah; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Bantuan Sosial; 

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi 
dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH­
Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
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7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan lnfrastuktur Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD danRancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang­
Undangan. 

Pasal 6 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dalam Berita Kota Lhokseumawe. 

PARAF KOORDINASI 

Ditetapkan di Lhokseumawe 
pada tanggal 28 ~ 2021 M 

l<o \-\(W) 1442 H 

SEKDA WALir7KSEUMAWE, 
ASJSTEN 1 

PEMRAKARSA 
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Diundangkan di Lhokseumawe 
pada tanggal ...... Z .... 6,___,Ac...:....ITT'l--'-'-=t '--_---=2=-=0=2=-=1-=M= I" ~YYlo.cl h CW) 144 2 H 
SEKRETARIS DAERAH 
KOTA LHOKSEUMAWE, 

-
T.ADNAN 

~UAIDI YAHYA 

BERITA KOTA LHOKSEUMA WE TAHUN 2021 NOMOR. . . 17 
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